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Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum terpenuhinya
jumlah Aparatur Sipil Négara (ASN) di Badan Perencanaan Pembangunan Dagrah Kabupaten Sekadau
berdasarkan perencanaan kebutuhanASNnya. Penulisan Skripsi. ini.didasarkan atas:. permasalahan belum
terpenuhinya jumlah ASN yang ada dengan berdasarkan perencanaan kebutuhan ASN di"Badan Perencanaan
Pembangunan Paerah Kabupaten Sekadau yang dapat dilihat dari peta jabatan'BAPPEDA Kabupaten Sekadau
Tahun 2015./Penelitian ini-menggunakan -metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik
pengumpulan data yang.digunakan adalahteknik wawancara dan teknik dokumentasi.

Simpulan dari penpelitian ini adalah perencanaan kebutuhan sudah terlaksana dengan baik ‘dan sesuai dengan
mekanisme yang ada. Dari faktor-faktor.seperti rencana startegik, anggaran, rancangan organisasi dan tugas
pegawai sangats:mempengaruhi dalam penyusunan perencanaan kebutuhan, namun fakter anggaran |di
BAPPEDA Kabupten Sekadau adalah faktor yang-—-menyebakan belum terpenuhinya jumlah pegawai f[di
BAPPEDA Kabupaten Sekadau dikarenakan kebijakanbelanja pegawai yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat
terbatas untuk menanggung pembiayaan pegawai| yang diperlukan oleh Pemerintah Dagrahl Untuk itu
rekomendasi penelitian ini adalah dalam melaksanakan skala prioritas berkaitan dengan pembagianformasi PNS
harus |ebihrteliti. Selanjutnya dilakukan pemberian pendidikan dan pelatihan teknis ataupun bimbingan teknis
dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi.

Kata kunci :Perencanaan K ebutuhan, Aparatur Sipil Negara, Faktor-faktor.

ANALY SIS OF PLANNING FOR STATECIVIL APPARATUSREQUIREMENT AT
SEKADAU DEVELOPMENT PLANNING BOARD

Abstract

This thesis is written with the aim to determine the factors that led to unfulfilled State Civil Apparatus (SCA)
numbers in Sekadau Devel opment Planning Board based on her SCA planning. The core problem that this thesis
raised was about the unfulfilled'kuotas in the'State Civil Apparatus (SCA) in"Sekadau Regency, and this was
visible from the administrative position map in Sekadau Development Planning Board in2015. This research
was designed in qualitative descriptive model. The techniques of collecting data were-interview and document
analysis.

The conclusion from this research is that the requirement planning has been conducted properly and in
accordance with existing mechanisms. From the factors such as strategic plans, budgets, organizational design
and apparatus tasks do influence the requirement planning, but the budget factor in Sekadau Development
Planning Board (BAPPEDA Sekadau) was a factor that caused the unfulfilled numbers of state apparatus in
BAPPEDA Sekadau. This was due to policy in personnel expenditures incurred by the central government
limited to the budget needed to support the civil servant required by Local Government. The recommendation
of this study isto implement priority scale with regard to the division of the formation of civil servants should be
more accuarate. Furthermore, it is essential that the local government provided education and technical training
or technical assistance to support the implementation of the duties and functions to achieve organizational goals.

Keywords: Requirements Planning, Civil Administrative Sate, Factors.
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pendlitian

Dalam rangka mencapai performance
aparatur pemerintah yang diharapkan,
Badan Kepegawaian Negara melalui
peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 37 tahun 2011 .tentang
Pedoman Penyusunan PNS-pada pasal 2
menyatakan bahwa® untuk  menjamin
pelaksaan penataan PNS, pejabat pembina
kepegawaian pusat L..dan daerah wajib
melaporkan hasily. pelaksanaan penataan
PNS di lingkungannya kepada Kepaa
Untuk

mencapal terciptanya PNS yang sesual

Badan Kepegawaian Negara.

dengan kebutuhan organisasimaka harus

dilakukan penataan PNS dengan cara

memenuhi prinsip penataan PNS yaitu :

1. Terencana
Pengtaan PNS dilaksanakan melalui
suatu. persigpan yang komprehensif
berdasarkan suatu  rancangan— dan
konsep dalam dimensi waktu yang telah
ditentukan.

2. Sistematis
Penataan PNS dilaksanakan-menurut
pendekatan suatu sistem tertentu yang
mengacu pada sistem mangemen
kepegawaian.

3. Berkelanjutan
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Penataan PNS merupakan proses yang
berkessnambungan  sesuai  dengan
tahapan perencanaan yang sistematis.

4. Objektif
Penataan PNS dilaksanakan sesuai
dengan kebutuhan rill organisasi.

Namun, prinsip penataan ini belum
sepenuhnya berguna dalam melakukan
penataan PNS, seperti penataan yang
dilakukan belum sesuai dengan kebutuhan
rill organisasi, . buktinya®.masih banyak
terjadi kekosongan PNS di setigp instans
pemefintahan.

Fenomena-fenomena tersebut juga
terjadi ' di BAPPEDAKabupaten Sekadau
BAPPEDA Kabupaten
Sekadaumerupakan salah satu- perangkat
daerah Kabupaten Sekadau yang-kemudian
diagtur dalam Peraturan Bupati Sekadau
Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

dimana

Sekadau. BAPPEDA Kiabupaten
Sekadaumerupakan  unsur  penunjang
Daerah di Bidang Perencanaan

Pembangunan Daerah. Sebagai Satuan
Kerja Perangkat Daerah:'yang mempunyai
tugas===melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
perencanaan pembangunan daerah, dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya harus
mengacu kepada prinsip-prinsip  good
governance yang merupakan prasyarat bagi

cita-cita bangsa dan negara.
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Permasalahan yang terjadi  di
BAPPEDA Kabupaten Sekadau adalah
terjadinya kekosongan jabatan kepala sub
bagian program dan keuangan, sub bidang
kesehatan, pendidikan, komunikas dan
informatika serta kepala sub bidang fisik
dan sarana hanya sebagai pelaksana tugas

belum
jabatan
tersebut. Kekosongan:jabatan yang terjadi
d  BAPPEDA  Kabupaien * Sekadau
berakibat pada pekerjaan’yang dikerjakan
tidak dapat diselesakan tepat waktu, serta
pada saat melakukan bimbingan teknis dan

yang diakibatkan syarat yang

mencukupi  untuk  menduduki

sebagainya ‘pegawa yang diutus tidak

berkompeten dibidangnya sehingga
pegawai tersebut harus mulai dari awal lagi
dadam menyerap materi. Hal ini- di
sebabkan karena kekurangan pegawai
sehingga pegawai yang diutus belum
berkompeten pada bidang terentu.
Kemudian pendliti juga menemukan
banyak pegawai BAPPEDA
Kabupaten Sekadau dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya belum ' efektifs dan

masih

efisen. Seperti "adanya pekerjaan yang
harus dilakukan oleh dua orang;=namun
dalam pelaksanaannya dilakukan oleh satu
orang dimana kepala sub bagian aparatur
dan umum juga mengerjakan pekerjaan
kepala sub bagian program dan keuangan.
Ha ini menyebabkan beban kerja kepala

sub bagian aparatur dan umum menjadi
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bertambah sehingga mengakibatkan
pekerjaan tidak dapat dikerjakan tepat
waktuHa  ini  terjadi
kekurangan pegawai dalam melaksanakan

dikarenakan

kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan
ketidakseimbangan antara beban kerja
dengan jumlah aparatur.

Hal ini dapat dilihat dari Laporan
Jabatan BAPPEDA
Kabupaten sekadau,“dimana dari Laporan
Evaluas tersebut menyatakan pada tahun

Hasl| Evadtasi

2015 jumlah pegawai yang ada berjumlah
19 (sembilan belas)
kebutuhan pegawai yang dibutuhkan

orangsedangkan

berjumalah 39 (tiga puluh sembilan) orang
sehingga
BAPPEDA Kabupaten Sekadaw berjumlah
20 (dua puluh) orang jika dipresentase
pegawal
BAPPEDA Kabupaten Sekadau yaitu 55
persen. Dari jumlah tersebut BAPPEDA
Kabupaten Sekadau masih kekurangan

kekurangan  pegawai di

kekurangan yang ada; di

pegawai _untuk mengisi kelompok jabatan
fungsional dan unit pelaksana'teknis yang
belum: terbemtuk sehingga menyebabkan
beban kerja pegawa .menjadi semakin
berat.«Dampak dari kekurangan pegawai
menyebakan pekerjaan yang semakin
berat,seperti dalam pembuatan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah
(LAKIP) yang harus dikerjakan berpindah
dari bidang satu ke bidang yang lain
sehingga pembuatan LAKIP ini menjadi

3
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beban di setigp tahun di BAPPEDA
Kabupaten Sekadau.
Kabupaten  Sekadau  merupakan

pemekaran dari Kabupaten Sanggau pada
tahun 2003 sampai saat ini kabupaten
Sekadau telah berumur 13 tahun sehingga
telah terbilang
membutuhkan PNS yang baik.~dalam

muda sehingga
mengelola SDM yang ada-"Mengacu pada
Peraturan Pemerintalh-Nomor 41 tahun 2007
tentang Organisasl Pemerintah Daerah yang
dimana organisasi disssusun berdasarkan
variabel
kebutuhan pegawai di suatu satuan kerja

tertentu, ™ untuk  memenunhi
perangkat daerah baik provins maupun
kabupaten kota. Untuk menentukan besaran
organisas. ~ perangkat  daerah  harus
menggunakan variabel dimana variabel
untuk menentukan jumlah organisas
perangkat daerah adalah jumlah penduduk,
luas wilayah, dan jumlah APBD daerah
tersebut.

Berdasarkan permasalahan pada latar
belakang dit atas pendliti_merasa tertarik
untuk mengkaji:lebih dalam tentang analisis
perencanaan kebutuhan pegawa dengan
memberikan judul “Analisis “Perencanaan
Kebutuhan Aparatur  Sipil

BAPPEDA Kabupaten Sekadau”.

Negara Di

2. Fokus Penéelitian
Berdasarkan uraian dari di atas, maka dapat

dirumuskan permasalahan dari penelitian
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ini yatu Faktor-faktor apa sga yang
menyebabkan belum terpenuhinya jumlah
ASN berdasarkan perncanaan kebutuhan
ASN di BAPPEDA Kabupaten Sekadau?

3. Rumusan Permasalahan
latar belakang dan

rumusan permasalahan di atas, maka tujuan

Dari uraian

yang ingin dicapai dalam penelitian ini
adalah untuk mengatahui faktor-faktor yang
menyebabkan belum terpeauhinya jumlah
ASN yang adaberdasarkan perencanaan
Kebutuhan ASN dii BAPPEDAK abupaten
Sekadau.

4. Tujuan Pendlitian

Adapun tujuan dari penelitian [ini
adalah untuk mengatahui faktorsfaktor yang
menyebabkan belum terpenuhinya jumlah
ASN yang ada berdasarkan perencanaan
Kebutuhan ASN di BAPPEDAKabupaten
Sekadaul.

5. Manfaat Pendlitian.
1. Manfaat Teoritis

Hasil  penelitian_."ini  diharapkan
bermanfaatintuk menjadi bahan kajian dan
pengembangan ilmu pemerintahan
khususnya bagi Fakultas Ilmu Sosia dan
[Imu  Politik dan Program Studi IImu
Pemerintahan terlebih pada bidang kaian
Perencanaan Kebutuhan dan Kompetens
ASN, serta sebagai bahan acuan bagi
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peneliti guna meneliti tentang perencanaan
kebutuhan ASN.

2. Manfaat Praktis

Penelitian  ini  dapat  menjadi
sumbangan pemikiran serta masukan bagi
instansi pemerintah, yaitu agar
terpenuhinya jumlah ASN di BAPPEDA
Kabupaten Sekadau, serta='menjadi acuan
atau pedoman dalam penyusunanformasi

ASN di BAPPEDA Kabupaten Sekadau.

B.,  TEORI DAN METODOL OGI

1. Teori

Tohardi, (2002:161) perencanaan SDM
tidak mungkin dipisahkan dari perencanaan
organisas atau perusahaan, perencanaan
SDM |harus berintegrasi (menyatu) dengan
perencanaan organisasi atau perusahaan.
Sebab bila perencanaan SDM terpisah dari
perencanaan organisas tidak mustahil akan
terjadi kesalahan dalam memprediksi atau
memperkirakanikebutuhan'SDM baik untuk

kebutuhan  jangka_ pendek  maupun
kebutuhan jangka panjang.
Menurut  Mangkunegara (2009:6)

Perencanaan SDM diartikan suatu proses
menetukan kebutuhan akan tenaga kerja
berdasarkan peramalan, pengembangan
pengimplementasian,

kebutuhan tersebut

dan pengendalian

yang Dberintegras
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dengan perencanaan organisasi agar tercipta
jumlah pegawai, penempatan pegawai yang
tepat dan bermanfaat secara ekonomis.
Peramalan yang dimaksud adalah proses
untuk memperkirakan beberapa kebutuhan
dimasa yang akan datang yang meliputi
ukuran kuantitas, kualitas, dan waktu yang
dibutahkan dalam
kebutuhan SDM..
Dalan membuat. perencanaan SDM

rangka memenuhi

yang bak “ada, empat hal yang harus

diperhatikan yang'membentuk Sistem yaitu

Tohardi(2002 : 165) :

a Jumlah SDM.

b." Peramalan kebutuhan SDM yang akan
datang.

c. Adanya perubahan posisi."SDM yang
ada sekarang di dalam organisasi yang
dikarenakan oleh adanya kematian,
pensiun, promosi, PHK dan
mengundurkan diri.

d. Evauas secara kontinyu jterhadap
peferman SDM yang ada.

Melihat pengertian mangemen sumber

daya 'manusia diatas, perencanaan sumber

daya manusia dapat disimpulkan sebagal
iAti—~mangémen SDM, karena fungs
perencanaan merupakan suatu kunci untuk
menjamin keberhasilan suatu organisasi dan
sebagai
kebutuhan aparatur baik dalam jangka

acuan untuk  memperkirakan

pendek maupun jangka panjang.
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Daam melakukan perencanaan SDM
terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi,
dimana menurut Sulistiyani dan Rosidah
(2009:124), faktor-faktor yang
menyebabkan perencanaan SDM tersebut
meliputi faktor internal dan faktor eksternal.
Adapun faktor internal menurut Siagian
(dalam Sulistiyani dan Rosidah, 2009:124)
itu meliputi :

1). Rencana Strategik:

2). Anggaran

3). Estimasi produksiidan penjualan

4). Usaha atau kegiatan baru

5). Rancangan erganisasi dan tugas pegawai
Proses™ rencana strategik paling tidak

mencakup stiga tahap, yaitu perumusan,

pelaksanaan, (David,

2004:76). Selain factor internal ada juga

faktor eksternal, dimana faktor eksternal

adalah berbagai hal yang berkaitan dengan

dan evauas

Situasi ', balk perkembangan, perubahan,
maupun | pertumbuhan di luar organisasi
yang dapat mempengaruhi  eksistens,
kemampuan®, organisasi dan kebijakan
faktor. ‘eksternd
menurut Kiggundu. (dalam Sulistiyani dan
Rosidah, 2009:126) adalah :

1). Teknologi

2).Sosia dan budaya

3).Poalitik

4). Ekonomi

organisasi.  Adapun

2. Metode Pendlitian
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Penelitian ini  menggunakan jenis
penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif.
menggunakan wawancara dan dokumentasi,
selanjutnya teknik keabsahan data pada

penelitian ini adalah terangulasi sumber dan

Teknik  pengumpulan data

saturasi data. Hal ini bertujuan agar tercapai
titik jenuh dalam melakukan pengumpulan
data.

C.HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

1. Analisis Rencana Strategis
a. Perumusan

Berdasarkan peraturan kepala BKN
Nomor 37 Tahun 2011, setigp instans
pemerintah  daerah wajib  melakukan
analisis kebutuhan pegawai dengan rencana
strategik yang telah ditetapkan. Untuk itu,
setigp instansi pusat maupun daergh dalam
melakukan
informasi 'yang berkaitan dengan analisis
kebutuhan ASN*“harus melakukan analisis
jabatan dan beban kerja..Penerapan analisis

pengumpulan data dan

jabatan=danbeban kerja bertujuan untuk
medapatkan informasi mengenai jabatan
yang ada dan dibutuhkan serta jumlah
beban kerja yang efektif bagi ASN,
sehingga hasil dari kedua analisis tersebut
digunakan untuk menganalisis kebutuhan
pegawai dalam suatu instansi pemerintahan.
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Berdasarkan  Keputusan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Kep/75/M.Pan/7/2004 Tentang Pedoman
Perhitungan Kebutuhan Pegawai
Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka
Penyusunan Formasi PNS. Dari keputusan
tersebut untuk menghitung formasi pegawai
dilakukan melaui
dimana Tahapannya adal ah.analisis jabatan,
pegawal,
menghitung kebutuhan “pegawai, dan

beberapa tahapan,

memperkirakan  persediaan
terakhir menghitungi.keseimbangan antara
kebutuhan dan persediaan. Khusus' pada
perencanaan ‘persediaan dan kebutuhan
pegawai, hendaknya diarahkan ' untuk
mencari keseimbangan antara sumber: daya
pegawai yang akan didayagunakan dalam
proses pekerjaan dengan hasil yang ingin
dicapal atau misi yang harus dilakukan.
Oleh  karena itu, perencanaan
kebutuhan  pegawal
diselaraskan dengan kemungkinan adanya

persediaan  dan

perubahan=perubahan dalam organisas.

Dalam melakukan penyusunan kebutuhan
pegawai disetigp instansi pemerintah harus
tahapan-tahapan  tersebut,
begitu pula BAPPEDA Kabupaten-Sekadau

dalam melakukan perumusan penyusunan

berdasarkan

kebutuhan pegawai  telah merumuskan
penyusunan kebutuhan pegawa sesual
dengan aturan yang ada. Selanjutnya
berdasarkan hasil wawancara diketahui

bahwa rumusan penyusunan perencanaan
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telah dilaksanakan
dengan benar berdasarkan aturan yang ada.
Hal ini terbukti dengan perencanaan
kebutuhan pegawai telah dilakukan setiap

kebutuhan pegawai

tahunnya dan semuanya dapat dimasukan
dalam program eformasi yang dimiliki
oleh MEN PAN RB.
b. Pelaksanaan

Salah 'satu tindakan Pemerintah
Kabupaten Sekadat-. dalam melakukan
rencana startegik yaitu melalui Keputusan
Bupati . Sekadau = Nomor 061/65/HK-
HAM/2011 Tentang | Pembentukan, Tim
Analisis Jabatan Pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Sekadau.

Berdasarkan hasi wawancara
diketahui bahwa rencana strategik yang
telah dilakukan oleh BAPPEDA:K abupaten
Sekadau telah mengikuti alur yang adayang
ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun
daerah. Maka dapat diketahui | bahwa
penyebab permasal ahan belum
terpenuhinya jumlah pegawa yang ada di
BAPPEDA Kabupaten Sekadau bukan
disebabkan oleh rencana ;strategik yang
dibuat oleh BAPPEDA. .maupun kebijakan
dari=Pemérintah Daerah  Kabupaten
Sekadau, tetapi penyebabnya adalah
kebijakan atau keputusan dari Mentri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformas  Birokrass yang merdisas
formasi ASN yang digjukan oleh setiap

instans pemerintah.
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c. Evaluas

Berdasarkan  hasil dokumentasi
mengenal evaluas jabatan yang dilakukan
pada tahun 2015, dimanajumlah pegawai di
BAPPEDA Kabupaten Sekadau berjumlah
19 orang dan terjadi peningkatan™ pada
tahun 2016 menjadi 22 .orang. Ha ini
menunjukan  bahwa™ evaluas | tentang
rencana strategik telah dilakukan dengan
baik oleh BAPPEDA Kabupaten Sekadau.

Sélanjutnya, berdasarkan hasil
dilakukan

menyimpulkan“bahwa untuk mengevaluas

wawancara 'yang peneliti
perencanaan.. kebutuhan pegawai sendiri
dapat dikatakan sudah terlaksanan dengan
baik hal Ini terbukti adanya penambahan
jumlah pegawal yang ada setelah dilakukan
evaluasi pada setiap tahunnya.
2. Anggaran
Berdasarkan  lampiran
MENPAN, RB Nomor 17 tahun—2014
tentang Kebijakan Tambahan Alokasi
Formasi dan "Pengadaan: Calon ' Pegawa
Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014, dalam
pengusulan formasi PNS, setigp—instansi

peraturan

pemerintah daerah kabupaten maupun kota
harus memperhatikan pengel olaan anggaran
belanja pegawainya dimana  harus
disesuaikan dengan APBD, karena hal ini
akan berpengaruh terhadap penerimaaan

PNS dimana jika pengelolaan anggaran

LAMBERIUS ADE IRWAN, NIM. E42012087

http://jurmafis.untan.ac.id

belanja suatu instansi pemerintah melebihi
56% maka akan dikenakan moratorium
CPNS sehingga tidak akan ada penerimaan
PNS baru dan formasi yang digjukan akan
dilepaskan hanya untuk mengisi formasi
PNS yang pensiun sgja.

Berdasarkan hasil wawancara dapat
diketahui
belanja

bahwa pelaksanaan anggaran
pegawal daerah
Kabupaten Sekadau™telah sesua dengan
ketentuan yang berlaku, dimana anggaran
belanja. pegawai’ tidak melebih APBD
sehingga dapat mengajukan formasi, PNS.

pemerintah

Dalam melakukan analisis dari segi aspek
anggaran di  BAPPEDA— Kabupaten
Sekadau, peneliti tidak menemukan terjadi
permasadahan yang berkatan dengan
anggaran dalam penyusunan .~kebutuhan
pegawai. Dimana pengelolaan keuangan di
BAPPEDA Kabupaten Sekadau  sudah
berjalan sesua dengan aturan yang telah
ditetapkan, = Namun berkaitan ;" dengan
anggaran yang dikeluarkan oleh pusat untuk
membiayai belanja pegawal daerah yang
menjadi : penyebab kurangnya perekrutan
PNS sehingga pada tahun 2015 terjadi
moenatoriufTpeneriman CPNS.
3. Analiss Rancangan Organisas dan
Tugas Pegawai
Sebagaimana yang telah diatur dalam
Peraturan Pemeritah Nomor 41 Tahun 2007
Tentang
Perangkat Daerah, dimana pada pasal 2
8
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dikatakan bahwa pembentukan organisas
perangkat daerah ditetapkan dengan
peraturan daerah dengan berpedoman pada
peraturan pemerintah ini. Berdasarkan pasal
tersebut, pemerintah daerah diberikan
kewenangan untuk melakukan penyusunan
daerah.  Untuk

peraturan  pemerintah

organisas  perangkat
menindaklanjuti
tersebut pemerintah Kabupaten Sekadau
Mengeluarkan Peraturan Bupatai Nomor 08
Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi
Perangkat sDaerah. Dari ‘peraturan bupati
tersebut, setiap wSKPD di Kabupaten
Sekadau membuat bagan  struktur
organisas serta rancangan kebutuhan ASN
masing-masing.

Tahap Sselanjutnya setelah membuat
ran¢angan organisasi, maka akan dianalisis
kebutuhan pegawainya berdasarkan analisis
jabatan dan analisis beban kerja, haliini
dilakukan  untuk

pegawai | yang tepat untuk mengerjakan

mengetahui  jumlah
tugas yang, diberikan kepada pegawai. Dari
hasil analis 'kebutuhan pegawa yang telah
dilakukan akary,menghasilkan 'peta |abatan
yang berupa seperti struktur organisasi
namun peta jabatan menggambarkan-jumlah
pegawai serta kebutuhan pegawa yang
tepat untuk  mengis suatu organisas
pemerintahan.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan
bahwa rancangan organisass BAPPEDA

Kabupaten Sekadau pada saat ini belum
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sesuai dengan tugas pegawai, menyebabkan
BAPPEDA Kabupaten Sekadau
mengajukan perubahan struktur organisasi
yang awalnya ada 3 bidang menjadi 4
bidang, ha ini

meringankan beban kerja dari pegawal,

bertujuan  untuk

sehingga rancangan organisasi dan tugas
pegawai. yang menjadi penyebab perlunya
penambahan “pegawai dan juga menjadi
dalam
penyustinan ' kebutuhan ASN, akan tetapi

faktor . yang  mempengaruhi
bukan menjadi faktor yang menyebabkan
belum terpenuhinya jumlah pegawai di
BAPPEDA Kabupaten Sekadau.

D.SIMPULAN

Berdasarkan seluruh pembahasan
yang terdapat dalam penelitian ini, maka
dapat dapat disimpulkan beberagpa hal
sebagai berikut :

1. Rencana strategik,

Rencana strategik yang dilaksanakan
oleh BAPPEDA 'K abupaten Sekadau dalam
penyusunan kebutuhan sudah berjalan baik
dan-tepat-“Tni dapat terlihat dari rencana
strategik yang telah dibuat oleh BAPPEDA
Kabupaten Sekadau telah
rencana strategik dari pemerintah daerah
Kabupaten Sekadau serta Kebijakan
Men.PAN RB, Sehingga rencana strategik

mengikuti

yang terdapat dalam organisasi BAPPEDA
9
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Kabupaten Sekadau bukanlah penyebab
dari belum terpenuhinyajumlah pegawai di
BAPPEDA Kabupaten Sekadau.

2. Anggaran

dalam
kebutuhan pegawai sudah dianggarkan
daam anggaran BAPPEDA Kabupaten
Sekadau, sehingga dalam.~pelaksanaanya
sudah
sebagaimana _semestinya. y Akan tetapi,
faktor anggaran di BAPPEDA Kabupten
Sekadall dan “Pemerintah Kabupaten
Sekadau adalah. faktor yang menyebakan
belum terpenuhinya jumlah pegawa di
BAPPEDA Kabupaten Sekadau
dikarenakan " kebijakan belanja pegawai

Anggaran penyusunan

berjalan _dengan bak dan

yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat
terbatas untuk menanggung pembiayaan
pegawai yang diperlukan oleh Pemerintah
Daerah,
3. Rancangan Organisas dan Tugas
Pegawai

Rancangan organisasi di BAPPEDA
Kabupaten Sekadau belum sesual demgan
tugas dan beban ‘kerja pegawai yang ada.
Oleh sebab itu, BAPPEDA™Kabupaten
Sekadau mengusulakan pemekaran bidang
pada struktur organisasi yang semulanya
hanya 3 (tiga) bidang diusulkan menjadi 4
(empat) bidang. Sehingga yang
menyebabkan rancangan organisas dan

tugas pegawai merupakan penyebab
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diperlukannya penambahan pegawai serta
menjadi faktor yang mempengaruhi dalam
penyusunan kebutuhan pegawai. Namun
bukanlah
menyebabkan belum terpenuhinya jumlah
pegawal di BAPPEDA Kabupaten Sekadau.

men;j adi faktor yang

E. SARAN

Dalam " penelitian ini.._ pendliti  juga
memberikan saran yang semoga dapat
diperhatikan, berikut ' saran yang.. akan
peneliti sampaikan :

1. Perencanaan Kebutuhan “pegawai yang
dilaksanakan oleh instansi - pemerintah
daerah harus lebih diperhatikan aleh

Pemberdayaan

Negara dan Reformasi Birokrasi dalam

Menteri Aparatur
menentukan skala prioritas pembagian
kouta formasi ASN.

2.Untuk  BAPPEDA  sendiri’ harus
dilakukan pendidikan dan ' pelatihan
teknis atau bimbingan teknis kepada
para; pegavai agar dapat menunjang
pel aksanaan tugas pokok dan fungsinya
untuk-mMencapal tujuan organisasi.

3. Diperlukannya

perekrutan  tenaga

honorer  bagi instans  pemerintah
daerah atau SKPD yang mengaami
kekurangan pegawal agar tidak hanya

bergantung pada kouta formasi ASN.

10
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4. Harus lebih terbuka antara sesama ASN
yang ada serta lebih memahami tugas
pokok dan fungsi dan saling membantu
daam melaksanakan tugas yang ada
sehingga tidak terjadi kesalahpahaman
serta dapat menyelesaikan tugas yang
dibebankan tepat waktu dan optimal.

F. KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam’ pelaksanaan penelitian ini
terdapat beberapas kendala yang dihadapi
oleh pendliti._sehingga menimbulkan

kesulitan dalam pelaksanaan penelitian ini,

diantaranyas

1. 'Sulitnya® memperolen data yang
berkaitan  penyusunan  kebutuhan
pegawai serta dalam  pelaksanaan

wawancara, subjek penelitian atau
infarman yang ingin diwawancarai sulit
untuk. ditemui  karena . banyaknya
kesibukan
2. Keterbatasan waktu penelitian yang
dilaksanakan penelitic' mengakibatkan
peneliti kesulitan memperoleh jawaban
yang lebih dalam berkatan—dengan
masalah yang terjadi di BAPPEDA

Kabupaten Sekadau.
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